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BUPATI PEKALONGAN 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 
NOMOR              TAHUN 2023 

 

TENTANG 
 

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PEKALONGAN, 
 

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang 

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, 

dan guna pedoman pelaksanaan pengawasan internal 

dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah secara terarah, terkoordinasi, efektif dan efisien, 

perlu disusun perencanaan pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan 

Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 

2024; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2757); 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 

tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 

tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 

tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

1032); 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024. 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Pekalongan. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

6. Inspektorat Daerah Kabupaten Pekalongan yang 

selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat 

Daerah yang menyelenggarakan pelaksanaan urusan 

pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan dan pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan 

Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah Kabupaten 

Pekalongan. 

7. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah 

dokumen yang menjadi acuan bagi kementerian dan 

lembaga pemerintahan non kementerian, serta 

pemerintah daerah dalam merencanakan pelaksanaan 

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

8. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan 
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untuk mewujudkan tercapaianya tujuan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan 

untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan 

secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya 

disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan 

pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya. 

 
Pasal 2 

 
(1) Peraturan Bupati ini merupakan pedoman Perencanaan 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pekalongan Tahun 2024. 

(2) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), meliputi:  

a.  fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis 

prioritas dan risiko;  

b.  sasaran Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan  

c.  jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.  

(3) Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a dan sasaran Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diarahkan 

sesuai tema rencana kerja pemerintah tahun 2024 yaitu 

sasaran prioritas Daerah yang memiliki risiko dan daya 

ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan 

Daerah, seperti: 

a. pengendalian inflasi daerah; 

b. kemiskinan dan kemiskinan ekstrem; 

c. tingkat pengangguran terbuka; 

d. investasi dan pelayanan publik; dan/atau 

e. penanganan stunting. 
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(4) Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

(5) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

a. Pendahuluan; 

b. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan; 

c. Program dan Kegiatan Pembinaan dan 

Pengawasan; 

d. Pembagian Tugas dan Fungsi Inspektur Pembantu; 

e. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan 

Pengawasan APIP; 

f. Laporan Hasil Pengawasan; 

g. Koordinasi Pengawasan; dan 

h. Penutup. 

(6) Uraian lebih lanjut sistematika sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 
Pasal 3 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pekalongan. 

 
Ditetapkan di Kajen 
pada tanggal  

 
BUPATI PEKALONGAN, 

 
 
 

FADIA ARAFIQ 


